Judul Produk Pelayanan	: Izin Penggunaan Jaminan Dalam Bentuk Corporate Guarantee (CG)
Nomor KEP			: KEP-217/BC/2023
Nomor Produk			: 029

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan

Pelayanan
	Jaminan digunakan untuk:


a.  menjamin Pungutan Negara; atau

b.  memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Nilai   Jaminan   yang   diserahkan   dalam   rangka   kegiatan kepabeanan dan cukai paling sedikit sebesar:

a.  Pungutan Negara yang terutang; atau

b. nilai  tertentu  yang  dipersyaratkan  dalam  kewajiban penyerahan Jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Jangka waktu Jaminan yang diserahkan paling singkat sesuai dengan jangka waktu:

a.  izin  penundaan  pembayaran  Pungutan  Negara  dalam rangka kegiatan kepabeanan;
b. izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
c.  pembebasan ditambah jangka waktu penyampaian laporan hingga	penelitian    realisasi    ekspor    barang    dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
d.  izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor kembali;
e.  paling lama diputuskannya keberatan;

f.   pembayaran cukai secara berkala;

g.  penundaan pembayaran cukai;

h. 13 (tiga belas) bulan sejak surat banding di bidang kepabeanan dan/atau cukai diterima Panitera Pengadilan Pajak; atau
i.	yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  di  bidang  kepabeanan dan/ atau  cukai  yang mewajibkan penyerahan Jaminan.
Jaminan perusahaan (corporate guarantee) merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh Pungutan Negara dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan    dalam    ketentuan    peraturan    perundang-






undangan di bidang kepabeanan dan/ atau cukai.


Penggunaan   Jaminan   perusahaan   (corporate   guarantee)

diberikan kepada:


a. perusahaan yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator yang memiliki profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh	akuntan    publik    dengan    opini    wajar    tanpa pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
b.  pengusaha pabrik barang kena cukai yang memiliki profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
c.  perusahaan   penerima   fasilitas   di   bidang   kepabeanan dengan persyaratan profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir; atau
d.  penyelenggara pos yang ditunjuk.

Perusahaan MITA Kepabeanan atau AEO, Pabrik BKC, Penerima Fasilitas Kepabeanan dengan risiko rendah dalam mengajukan izin Jaminan perusahaan wajib melampirkan Jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan laporan keuangan perusahaan yang telah

diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun buku terakhir.

Penyelenggara pos yang ditunjuk dalam mengajukan izin Jaminan perusahaan paling sedikit melampirkan Jaminan perusahaan.




Jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang telah mendapatkan Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan perusahaan (corporate guarantee) dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan di bidang kepabeanan atau cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



	
	
	di   bidang   kepabeanan   dan/atau   cukai   yang   mengatur

kewajiban penyerahan Jaminan.


Jaminan perusahaan (corporate guarantee) diterbitkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan   Menteri   Keuangan   Republik   Indonesia   Nomor
168/PMK.04/2022 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan Dan Cukai yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan dan dibuatkan akta otentik oleh Notaris.

	2
	Sistem, Mekanisme


Dan Prosedur
	1.  Pemohon   mengajukan   permohonan   izin   penggunaan

jaminan perusahaan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis atau Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi dan menyampaikan asli jaminan perusahaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan. Apabila tidak menyampaikan asli dokumen jaminan maka permohonan dikembalikan
2. Pejabat Bea Dan Cukai menerima permohonan dan meneruskan permohonan kepada Pejabat Bea dan Cukai di a.  Direktorat Teknis Kepabeanan
b.  Direktorat Fasilitas Kepabeanan

c.  Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

sesuai  dengan  proses  bisnis  utama  pemohon  untuk dilakukan penelitian

3.  Pejabat Bea dan Cukai pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan	Strategis  menerima  hasil  penelitian  dan memberikan respon berupa
a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai	izin   penggunaan   Jaminan   perusahaan (corporate guarantee)
b. penolakan  dengan  menerbitkan  surat  penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan

	3
	Jangka Waktu


Penyelesaian
	Persetujuan  atau  penolakan  diberikan  dalam  jangka  waktu

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak asli dokumen jaminan diterima secara lengkap.

	4
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya






	5
	Produk Pelayanan
	Keputusan   Menteri   mengenai   izin   penggunaan   Jaminan

perusahaan (corporate guarantee)


surat penolakan permohonan

	6
	Penanganan

Pengaduan,


Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara

on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.  Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja






